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        Tindak Pidana Umum   

Penulis 

Mengapa Jaksa Agung mengesampingkan perkara atas nama Bambang 

Widjajanto? 

Bambang Shindu 

Mulai KPK dibentuk itu kan, negara itu kan lagi memerangi tindak pidana 

korupsi, apabila pada waktu itu Bambang Wijajanto dan Abraham Samad, yang 

satu ketua komisioner KPK tapi setelahnya diberhentikan. Apabila perkara itu 

naik, membuat pemberantasan korupsi semakin tidak kondusif. KPK kan juga 

punya dukungan dari LSM jadi kalau sering domonstrasi depan gedung KPK kan, 

jadi tidak kondusif jadi dipertimbangkan makanya agar pemberantasan korupsi itu 

gak mandek akibat kondisi yang tidak kondusif tadi, makanya perlu deponering 

karena dari segi kemshalatan lebih banyak ruginya kita, kalau itu sampai naik 

(persidangan), yaitu alasanya agar pemberantasan korupsi jadi tidak terhambat 



nantinya, karena yang jadi sasaran kan mereka ya mantan-mantan pimpinan 

dilembaga itu. 

Penulis 

Apa kepentingan umum itu menurut Kejaksaan? 

Bambang Shindu 

Kepentingan umum itu pertimbangan pimpinan kita yaitu Jaksa Agung, karena 

deponering itu kan istilahnya hak prorogatif atau hak utama yang dipunyai oleh 

Jaksa Agung, kepentingan umum ya itu tadi, pemberantasan korupsi itu kan demi 

kepentingan umum, jadi titik porosnya disitu, korupsi tidak untuk menyelamatkan 

negara tapi justru lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan umum kalau 

sampai pemberantasan korupsi ini melempem artinya kan yang rugi negara, sipil, 

masyarakat, kepentingan umum. 

Penulis 

Bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam perkara tersebut? 

Bambang Shindu 

Kalau korupsi kan korbanya kerugian negara, kalau tindak pidana lain seperti 

pembunuhan saya gak tau pertimbangan apa kalau deponering yang seperti itu. 

Gak ada perlindungan umum, karena murni suasana pemberantasan korupsi itu 

bisa terganggu. Jadi sempat sampai persidangan, dengan media yang beginikan, 



orang hiruk pikuk ada yang serang KPK ada yang membela, akhirnya suasana jadi 

gak kondusif.  

Penulis 

Apa Kejaksaan memberikan perlindungan hukum bagi korban tersebut? 

Bambang Shindu 

Jadi kejaksaaan tidak fokus kepada korban dalam perkara itu, malah korban yang 

lebih besar karena demi kepentingan umum, tidak dipandang lagi kepentingan 

korban si pelapor dari perkara itu, karena pandangannya sudah jauh ke depan, 

karena perbuatan dia dilakukan pada saat tidak menjadi komisioner KPK, baru 

ditariknya setelah dia jadi komisioner KPK, makanya jadi lain pandangannya, 

kalau mungkin dulu dia bukan komisioner KPK mungkin dipikir gak sampai 

dideponering. 

Penulis 

Apa korban bisa melalui praperadilan? 

Bambang Shindu 

Kita juga dipraperadilan kan kok oleh banyak LSM tapi itu bukan objek dari 

praperadilan. Praperadilan itu ditolak, jadi tidak sempat diperiksa karena objek 

dari praperadilan itu kan penghentian penyidikan tapi tidak termasuk deponering, 

bukan objek praperadilan itu deponering, coba baca dipasal praperadilan. Karena 



memang itu hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung karena memandang 

kepentingan umum. 

Penulis 

Apa ada bentuk perlindungan hukum dari Kejaksaan? 

Bambang Shindu 

Korban disitu gak dipandang, itu memang hak prerogatif Jaksa Agung jadi 

diabaikan, Jaksa Agung memandang kepentingan yang lebih besar adalah 

kepentingan umum, bangsa dan negara. Jadi tidak usah berdebat, oh ini mengenai 

korban, jadi dimulai dari situ makanya itu bukan lagi objek dari praperadilan. 

Penulis 

Dengan lembaga negara manasajakah Jaksa Agung meminta pertimbangan? 

Bambang Shindu 

Oh iya, ke DPR, Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, saya gak bisa nyebutin, ada 

yang menyetujui, ada yang menolak, dan yang menolak itu pun dalam 

kapasitasnya, kalau diperbandingkan masih ada juga didalamnya yang setuju, 

tidak menolak semuanya. Jadi, cuma itu aja kok, karena kepentingan umum yang 

akan rugi kalau perkara itu disidangkan, sehingga suasana pemberantasan korupsi 

tidak kondusif. 




